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ABSTRAK
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Kesejahteraan Sosial,
membangun konstruksi bahwa disabilitas adalah anggota masyarakat bermasalah
dan memiliki disfungsi sosial. Istilah ini menciptakan diskriminasi ganda bagi
penyandang disabilitas karena dengan istilah “bermasalah” dan “disfungsi sosial”.
Dengan demikian, pemerintah secara tidak langsung mengajak semua warga
negara menempatkan penyandang disabilitas sebagai orang yang hanya
menyusahkan orang lain dan tidak dapat berpartisipasi secara penuh. Dengan
menggunakan metodologi yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan
R dengan cara meneliti bahan pustaka, penulis bermaksud akan menjawab
ks permasalahan yang ada yaitu mengenai bagaimanakah bentuk kesetaraan hak dan
TN kewajiban disabilitas dalam kehidupan sosial serta bagaimanakah kedudukan
hukum disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang
Penyandang Cacat. Bentuk kesetaraan hak dan kewajiban disabilitas dalam
kehidupan sosial yang pertama adalah didasarkan pada hak asasi manusia yang
secara kodrati melekat pada diri manusia bersifat universal dan langgeng,
sehingga harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan. Kemudian penyandang
disabilitas memiliki hak atas pekerjaan yang layak dan hak atas keamanan dan
perlindungan negara. Sementara mengenai kewajiban setiap penyandang cacat
mempunyai kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
dan bernegara. Namun dalam pelaksanaannya disesvaikan dengan jenis dan
derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya. Kedudukan hukum disabilitas
menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat adalah
sama dengan kedudukan hukum warga Negara Indonesia pada umumnya.
Umsmdmgmmmmmcmmnmmmumm,yahﬂhﬂm--.
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan penjelasan pada bab-bab terdahulu, maka penulis dapat
menarik kesimpulan sebagai berikut -
1. Bentuk kesetaraan hak dan kewajiban disabilitas dalam kehidupan sosial
~ yang pertama adalah didasarkan pada hak asasi manusia yang secara
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nega .f 1 H :
yang dilontarkan yungy) menilai kaum disabilitas yang tidak
- 4
bﬁpﬂﬂkemanuslaan adalah S€mata-mata kEﬁdak-pahama]] masyarakat

awam atas kedudukan disabilitas yang diatur dalam perundang-
undangan.

B. Saran
. 1. Sebaiknya perlu diadakan sosialisasi yang intensif dari pemerintah,
sehingga, keberadaan kaum disabilitas jangan djanggai) sebagai sesuatu
yang tidak wajar dan tercela. Hal inilah yang menimbulkan ketimpangan
sosial antara masyarakat normal secara fisik dengan mereka para kaum
disabilitas yang dianggap sebagai ketidak-normalan dalam pergaulan
sosial.
2. Secbaiknya perlu dilakukan revisi terhadap aturan yang sudah ada
mengingat beberapa isu yang belum di atur secara rinci, seperti ekonomi,
politik, olahraga, dan lain-lain. Hal ini nantinya diharapkan dapat

ikan keadilan baik kaum disabilitas dalam kaitan kedudukant

INEInpc, y

gai Warga Negara Indonesia.
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